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ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pajak,
kualitas pelayanan pajak, dan tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak
badan. Peneliti menetapkan wajib pajak badan yang aktif terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Batu sebagai populasi. Sementara peneliti menggunakan
teknik probability random sampling dalam pemilihan sampelnya, serta untuk
menentukan jumlah sampelnya menggunakan rumus slovin dengan hasil sebesar 98
responden. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dengan data primer yang
diperoleh dari penyebaran kuesioner secara online ke responden, serta data
sekunder yang diperoleh dari dokumen ataupun literatur. Metode analisis data
dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Meggunakan alat bantu SPSS
16.0 for windows. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan pajak,
kualitas pelayanan pajak, dan tingkat kesadaran berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak badan baik secara parsial maupun simultan.
Kata Kunci: Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tingkat Kesadaran,

dan Kepatuhan Wajib Pajak
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ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax counseling, the quality of tax
services, and the level of awareness of corporate taxpayer compliance. Researchers
determined that corporate taxpayers who are actively registered at the Pratama
Batu Tax Office are the population. Meanwhile, the researchers used probability
random sampling technique in selecting the sample, and to determine the number
of samples using the Slovin formula with the results of 98 respondents. This
research is classified as quantitative research with primary data obtained from
distributing online questionnaires to respondents, as well as secondary data
obtained from documents or literature. The method of data analysis was carried
out by multiple linear regression analysis. Using SPSS 16.0 for windows. The
results of this study indicate that tax counseling, tax service quality, and level of
awareness have a significant effect on corporate taxpayer compliance either
partially or simultaneously.

Tax Counseling: Tax Service Quality, Awareness Level, and Taxpayer Compliance
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan negara terutama bagi negara Indonesia salah satunya ialah ingin
memakmurkan rakyatnya. Hal ini selaras dengan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea empat yaitu memajukan
kesejahteraan umum. Cara meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia salah
satunya dapat melalui, pembangunan pada sektor infrastruktur negara, peningkatan
maupun perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, umum, dan lain-
lain. Sehingga, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk pembiayaan
dan pelaksanaan pembangunan negara tersebut.

Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diharapkan dapat terus meningkat dan perlu dijaga (www.kemenkeu.go.id). Salah
satu sumber penerimaan terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu
dari sektor pajak. Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan
negara dan menjadi salah satu sumber penerimaan utama yang juga penting dalam
menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia. Menurut Kartika (2016)
pendapatan Indonesia sendiri berasal dari dua sektor, yaitu sektor eksternal dan
sektor internal. Pendapatan sektor eksternal ini berasal dari pinjaman luar negeri,
sedangkan pendapatan sektor internal berasal dari pajak. Adapun keterkaitan antara
pinjaman luar negeri dengan pajak yaitu pinjaman luar negeri ini nantinya akan
menjadi permasalahan ekonomi, karena jumlahnya yang begitu besar. Sehingga

dengan adanya pajak inilah yang menjadi sumber dana untuk dapat mengatasi
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masalah ekonomi tersebut khususnya untuk menyelesaikan pinjaman luar negeri
dan tentunya diharapkan penerimaan pajak akan terus meningkat agar masalah
tersebut mampu teratasi (Suryani, 2016).

Pajak merupakan pemberian wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara dan
akan masuk dalam kas negara, dengan sifatnya yang dapat dipaksakan tanpa adanya
balas jasa dan pelaksanaannya berdasarkan pada Undang-Undang (Mardiasmo,
2018:3). Sementara, Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang
memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Pada umumnya, wajib pajak dikelompokkan
menjadi dua kelompok umum yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak
badan (www.pajak.go.id).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari
sektor pajak yaitu dengan menerapkan reformasi perpajakan. Reformasi pajak yang
dilakukan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak
terhadap otoritas pajak berdasarkan kehandalan pengelolaan data dan integritas
kepegawaian, institusi pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Narsa, 2020). Pelaksanaan reformasi
pajak sudah dilakukan pemerintah secara menyeluruh sejak tahun 1983 bahwa
wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung dan penyampaian maupun
pembayaran pajaknya secara mandiri atau biasa disebut dengan self assessment
system (Wahyono, 2018). Walaupun wajib pajak diberi wewenang dalam
menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, tetapi faktanya

masih saja banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu tahun
2011-2013 diketahui bahwa wajib pajak badan yang melaksanakan kewajibannya
pada tahun 2011-2013 sebesar 55%, 49%, dan 51%. Maka, dari data tersebut
membuktikan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajibannya dibanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar (Agung, 2015).

Dengan adanya sistem tersebut juga maka tanggung jawab wajib pajak menjadi
semakin besar. Tanggung jawab ini mengenai kesadaran wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam hal inilah kepatuhan pajak menjadi semakin
penting dalam upaya efektifitas berjalannya self assessment system. Sama halnya
dengan seiring perkembangan reformasi tersebut, seringkali wajib pajak yang tidak
taat pajak menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Padahal misi dari
Direktorat Jenderal Pajak sendiri salah satunya yaitu untuk menghimpun
penerimaan dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian dalam
pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang
(www.pajak.go.id).

Bertepatan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan bahwa penerimaan pajak badan mengalami penurunan, terbukti dengan
laporan APBN yang menunjukkan dari bulan Januari hingga Desember 2020
penerimaan pajak badan minus 37,8% dari tahun sebelumnya. Bila dibanding pada
tahun 2019, hal ini bisa dibilang merupakan kemerosotan penerimaan pajak badan
yang pada tahun sebelumnya mampu tumbuh positif meskipun hanya 0,15%.
Kementrian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak badan 2020 sekitar Rp.

159,7 triliun (Kontan.co.id). Penyebab dari penurunan penerimaan pajak badan
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tersebut salah satu faktor terbesarnya adalah karena adanya virus Corona. Penyakit
virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, akhir tahun 2019 dan
dinyatakan pandemic oleh WHO. Virus ini telah menggoyahkan seluruh aspek
kehidupan manusia terlebih lagi pada perekonomian secara global. Data Direktorat
Jenderal Pajak yang menunjukkan sampai semester 1 tahun 2020 dimana saat itu
sudah terjadi pandemi covid-19 bahwa jumlah wajib pajak badan ataupun orang
pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya 11,46 juta
atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta wajib pajak yang lapor SPT.
Sedangkan, pada tahun 2019 kepatuhan wajib pajak badan ataupun orang pribadi
sebesar 12,29 juta atau 67,2 persen. Artinya, bahwa kepatuhan pajak di tahun 2020
ini terlihat mengalami penurunan (Fitria, 2021). Pemerintah selalu mengupayakan
dalam mencapai rasio kepatuhan wajib pajak sesuai dengan standar Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD) yaitu 85 persen tetapi rasio
kepatuhan belum pernah 75 persen meskipun rasio kepatuhan dari tahun ke tahun
naik turun.

Pada kondisi saat ini, penurunan realisasi penerimaan pajak merupakan
sesuatu yang cukup sulit dihindari, tetapi perlu adanya upaya untuk menjaga supaya
penurunan tersebut tidak terlalu tajam. Meskipun begitu dalam kondisi apapun,
kepatuhan wajib pajak harus selalu diperhatikan. Jika kepatuhan para wajib pajak
dapat meningkat maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan
negara dari sektor perpajakan (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Tetapi, jika
kepatuhan wajib pajak menurun, akibatnya negara akan mengalami penurunan juga

terhadap sumber penerimaannya. Dengan begitu akan sulit bagi negara untuk
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melakukan pembiayaan pembangunan ataupun pengeluaran secara rutin. Besarnya
penerimaan pajak mencerminkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.
Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang terpenting dalam
pengaruhnya terhadap realisasi penerimaan pajak (Yadinta, 2018). Kepatuhan
wajib pajak juga beriringan dengan peningkatan jumlah wajib pajak, yang secara
otomatis kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan supaya fungsi pajak ataupun
tujuan pajak yang sudah direncanakan dapat terwujud. Kepatuhan wajib pajak dapat
diartikan sebagai sikap ataupun perilaku untuk dapat mematuhi kewajiban
perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara sukarela
tanpa adanya paksaan.

Ketentuan perpajakan ataupun peraturan perpajakan yang bersifat dinamis
seringkali menyebabkan tingkat keinginan dalam memenuhi pembayaran wajib
pajak menjadi rendah. Terkadang wajib pajak lebih memilih untuk mencari cara
termudah, bahkan rela mengeluarkan banyak waktu dan biaya untuk menggunakan
jasa konsultan karena sudah bersusah payah menanyakan ke fiskus tetapi tetap
mengalami kebingungan. Munculnya permasalahan ini, timbul dari beberapa faktor
yang nantinya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan
kewajibannya. Faktor pertama vyaitu, penyuluhan. Kepala Subdirektorat
Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat, Ditjen Pajak mengatakan bahwa adanya penyuluhan diharapkan dapat
memberikan penjelasan secara jelas kepada masyarakat hingga akhirnya mengarah
pada perubahan sikap (www.perpajakan.ddtc.co.id). Artinya, Penyuluhan

perpajakan tentu sangat dibutuhkan karena untuk memberikan penjelasan terkait
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pajak kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat menjadi
masyarakat yang taat pajak. Penyuluhan perpajakan harus dan perlu dilaksanakan
secara terstruktur, terarah, dan berkelanjutan supaya mendorong terciptanya
penyuluhan perpajakan yang efektif dan efisien.

Sementara penyuluhan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak khususnya, untuk memberikan pengertian, informasi dan
pembinaan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan
perpajakan seperti peraturan dan perundang-undangan pajak (Rohmah dan
Rasmini, 2013). Hal ini ditujukan bukan saja untuk meningkatkan jumlah wajib
pajak, tetapi yang menjadi keutamaan dari tujuan diadakannya penyuluhan ini
adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Permen PAN-RB
Nomor 49 Tahun 2020, terdapat berbagai cara dan aktivitas yang bisa dilakukan
oleh petugas penyuluh pajak untuk memberikan pengetahuan mengenai perpajakan
dan wawasan tentang perilaku wajib pajak. Diantara aktivitas tersebut dapat berupa
penyuluhan langsung aktif maupun pasif, yang secara teknis penyuluhan langsung
bisa berupa seminar, diskusi, atau bimbingan yang bersifat one to many.
Selanjutnya, penyuluhan tidak langsung dapat melalui media ataupun layanan
panggilan yang bersifat one on one, serta penyuluhan melalui pihak ketiga. Sebelum
adanya pandemi penyuluhan memang lebih sering dilakukan secara langsung atau
tatap muka, akan tetapi selama masa pandemi penyuluhan pajak sering dilakukan
secara online. Terlebih dikondisi pandemi yang serba terbatas seperti saat ini jika
diadakan seminar sosialisasi dirasa kurang efektif karena tidak semua wajib pajak

dapat hadir. Tetapi tetap meskipun begitu adanya penyuluhan ini diharapkan dapat
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meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti yang dikemukakan Wahyono (2018)
bahwa dengan adanya penyuluhan pajak akan memberikan kesadaran terkait
pentingnya kewajiban pajak dan membayar pajak. Sehingga Ditjen Pajak dapat
terbantu dalam meningkatkan peneriman pajak, dengan begitu secara otomatis
kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sedangkan, menurut Sulistyo (2020)
dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penyuluhan perpajakan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yaitu kualitas pelayanan pajak. Sesuai dengan sebutan
kantornya yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Ditjen pajak mempunyai tugas utama
yaitu melayani. Pelayanan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi bertujuan untuk memberikan
kepuasan kepada pelanggan, karyawan, maupun pimpinan (Kasmir, 2017:47).
Pelayanan yang berkualitas selalu menjadi harapan dan salah satu faktor penting
yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Fiskus harus memberikan
pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, dengan begitu wajib pajak akan patuh
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kirana, 2014). Direktorat Jenderal
Pajak telah mencoba memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dengan
inovasi dalam pelayanannya (www.pajak.go.id). Diera modern saat ini Direktorat
Jenderal Pajak juga selalu mencoba konsep baru modernisasi yang dilakukan mulai
dari sarana dan prasarana hingga dengan petugas pajaknya. Menurut Sapriadi
(2013) wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya jika petugas
pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajaknya. Selalu

melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan pajak, dengan begitu akan



REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

semakin baik kualitas pelayanan yang dihasilkan. Sehingga, wajib pajak akan
merasa nyaman dan dimudahkan karena dapat dilayani dengan sebaik-baiknya
dalam melaksanakan kewajibannya dan diharapkan juga dapat meningkatkan
tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian Supadmi (2014)
membuktikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan juga akan menyebabkan
peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, menurut Fitria (2020) dalam
penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh
pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung kurang puas dan
merasa kurang maksimal dalam pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Karena pada
masa pandemi pelayanan secara langsung dialinkan ke via online.

Faktor ketiga yang menjadi kemungkinan bahwa wajib pajak berlaku tidak
patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu, kesadaran membayar
pajak. Adapun beberapa hal yang menjadi kunci kesadaran wajib pajak agar
termotivasi untuk patuh membayar pajak antara lain, pemahaman terkait manfaat
pajak yang dibayarkan, anggapan bahwa jika membayar pajak maka secara tidak
langsung wajib pajak telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara, serta
harapannya dengan membayar pajak maka nantinya akan memajukan usaha
(www.pajak.go.id). Kesadaran wajib pajak akan fungsi perpajakan yang digunakan
untuk pembiayaan negara sangat diperlukan karena dengan begitu kepatuhan wajib
pajak juga akan meningkat. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Hardiningsih dan Yulianawati (2011) bahwa jika tingkat kesadaran yang dimiliki
wajib pajak tinggi maka semakin tinggi pula keinginan wajib pajak dalam

membayar kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak ini dapat muncul jika
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wajib pajak memiliki pengetahuan ataupun mampu paham terkait pajak dengan
baik dan benar. Sehingga wajib pajak tersebut akan merasa terdorong untuk
memenuhi kewajibannya tersebut secara sukarela.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka judul dalam
penelitian ini yaitu “Pengaruh Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak,
dan Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” (Studi
Empiris terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok
permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan

Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan?

2. Bagaimana pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan?

3. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Badan?

4. Bagaimana pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan penelitian
1. Untuk menganalisis Pengaruh Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan
Pajak, dan Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan.
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2. Untuk menganalisis Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan.

3. Untuk menganalisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap

REPOSITORY

Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

University of Islam Malang

4. Untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
1.3.2 Manfaat penelitian
Pada penelitian ini penulis berharap manfaat dari penelitian ini sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut
mengenai variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan
dalam membayar wajib pajak badan. Dan semoga penelitian ini juga dapat
dijadikan referensi para akademisi saat melakukan pembelajaran mengenai
perpajakan, serta dapat dijadikan pemahaman maupun pengetahuan lebih
lanjut bagi akademisi mengenai pengaruh penyuluhan pajak, kualitas
pelayanan pajak, dan tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak
badan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi wajib pajak mengenai

pengaruh penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan tingkat

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©




REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

11

kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sehingga wajib pajak

badan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

. Bagi KPP

Penelitian dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui
mengenai pentingnya pengaruh penyuluhan pajak, kualitas pelayanan
pajak, dan tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak badan,
sehingga diharapkan ada tindakan lebih lanjut agar kepatuhan dalam

membayar wajib pajak badan terus meningkat.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
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“Pengaruh Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tingkat
Kesadaran tehadap kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris terhadap
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)”. Penelitian ini menggunakan metode
probability random sampling sebanyak 98 responden yang merupakan wajib
pajak badan yang terdaftar dan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.
Berdasarkan pengujian dan analisis hipotesis yang telah dipaparkan, sehingga
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secarasimultan Penyuluhan Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2), dan
Tingkat Kesadaran (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

2. Secara parsial Penyuluhan Pajak (X1) mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Batu.

3. Secara parsial Kualitas Pelayanan Pajak (X2) mempunyai pengaruh positif
dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Batu.

4. Secara parsial Tingkat Kesadaran (X3) mempunyai pengaruh postif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Batu.
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5.2 Keterbatasan

1.

Pengumpulan data menggunakan kueisoner yang hanya dilakukan pada satu

lokasi saja yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya Wajib Pajak

Badan.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel Penyuluhan Pajak,
Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tingkat Kesadaran.

Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya menggunakan kuesioner
secara online, yang mana dalam pengisian kuesioner tersebut diberikan
tidak secara langsung, sehingga memungkinkan terjadinya pengisian oleh
responden yang tidak sungguh-sungguh, sembarangan, ataupun tidak jujur.
Peneliti menggunakan teknik slovin dalam pengambilan sampelnya
sehingga tidak terdapat kiteria khusus bagi responden. Dengan demikian,

memungkinkan terjadinya bias.

5.3 Saran

1.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain dalam
meneliti, misalnya melalui wawancara ataupun yang lainnya serta dapat

membandingkan atau menambah lokasi penelitian.

. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas maupun menambah

sampel penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih beragam, tidak hanya
wajib pajak badan saja, melainkan dapat menambahkan wajib pajak orang

pribadi.
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3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan
varaibel lain, misalnya sanksi perpajakan, tarif pajak, adanya teknologi baru

pendukung pembayaran pajak secara online, kepuasan wajib pajak,
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University of Islam Malang

lain selain yang sudah diteliti pada penelitian ini. Dan sebaiknya peneliti
selanjutnya menambah referensi ilmiah yang lebih meluas dan terbaru
sehingga hasil penelitian lebih beragam dan akurat.

4. Dalam pengumpulan data, diharapkan dapat menyebarkan kuesioner secara
langsung sehingga peneliti dapat menjelaskan sedikit terkait pernyataan/
pertanyaan pada kuesioner tersebut agar responden dapat lebih memahami.
Dan responden yang menerima kuesioner adalah orang-orang yang dapat
dipercaya peneliti serta adanya pengawasan dalam pengisian kuesioner.
Sehingga, diharapkan pada saat responden mengisi kuesioner tidak
dilakukan secara sembarangan.

5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan teknik yang digunakan dalam
pengambilan sampel dapat menggunakan teknik lain, misalnya teknik
purposive sampling. Dalam teknik tersebut peneliti dapat menambahkan

kriteria khusus sehingga dapat meminimalisir terjadinya bias.
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